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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 

NOMOR I5 TAHUN 20OS 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN JEPARA TAHUN 20O6 

BUPATI JEPARA, 

Meoimbang bawa dalam rangka terlaksanay.a kegiatan-kegiatan yang 
dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2006 dapat tepat wakt, tepat mutu, 
tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat, pert 
disusun Pedoran Pelaksaaan An9garan Pendapatan1 a 
Belanja Daerah Kabupaten Jepare Tahun 2006 yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

tentang 
Dala 

Tahun 1950 
Kabupaten 

1 Undang-Undang Nomor 13 
embentukan Daerah-daerah 
Lingkungan Propinsi Java Tengah, 

2. Undang-Undang Nomr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nor0r 4286); 

3. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nmor 4437) gebagaimana 
teah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noror 4548); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Ataa Pemerintah Pusat dan 
peerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Noor 126, Tabahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438), 

s Peraturan Pemerintah Narr 105 Tahu 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Daer ah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Noor 
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4022) 

6. Peraturan Pemerintah 
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, 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggngiawaban Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahon 2000 Noor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 
4027), 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Narr p Tahu 
200.3 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nam6r 120), sebagaimana diubah dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 
77) dan Peraturan Presiden Noror 32 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Namor 
36); 

8. kKeputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 152 Tahun 2004 
tentang Pedoman Pengelolaan Baran@ Daerah; 

9, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 7ghun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan serta Tata Cara Peryusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah dan erusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomr 17 Tahun 200I 
tentang Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran 
Daerah Tahuin 2001 Nomor 20); 

LL.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan kKeuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 11); 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2003 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pok@ok 
dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Penwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran 
Daerah Nom1or 8); 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahu 2003 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tuas Pokok 
dan Fungsi Lembaga Tekis Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2003, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 9), 

14Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Norr 13 Tahun 2003 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok 
dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Nornor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 10); 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahu 
2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 206 

MEMU TUSK AN; 
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Menetapkan 

MEMU TUSK AN 

PERATURAN BUPATT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN pENDAPATAN DAN BELANA DAERAH 
KABUPATEN JEPARA TAHUN 206 

Pasal 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan den Belanja 
Daerah Kabopaten Jepara Tahun 2006 merupakan 
pedoman teknis terhada pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara untuk Periode Tahun 
2006. 

Pasal 2 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapata dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepara Tun 2006 ii disusun dengan 
maksud dan tujyuan 

a, Sebagai acuan bag aparat di Jlaaran Peerintah 
Kabupaten Jepara dalam melaksanakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
Anggaran 2006. 

4 

b, Agar pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan 
dapat mencapai keterpaduan dan keserasian 

c, Meningkatka keberhasilan pelaksanaa kegiatan 
sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan tahun ini 
diharapk.an lebih baik dart tahun sebelumnya 

d Meningkatkan efektifitas dan efisiensi yang dapat 
diketahui dengan indikator kinerja kegiatan yang tepat 
waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran an 
tepat manfaat 

e. Agar terdapat kesatuan arah dan pola peaksanaan 
egiatan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jepara 

Pa»al 3 

edeman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepar Tahu 2006 sebagaimana 
tercantum dalam La0pr an yang merupa.k.an bagian tidak 
terpisahkan qdari Peraturan ind 

asal 4 

Hal-ha yang belum cukup diatur dalam Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara 
Tun 2006 in akan diatur oleh Bupati 
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Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Peraturan ini dibebankan pada Anggran endapatan dan 
Belama Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006. 

Pasal 6 

Peraturan ini mulai beraku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggat 31 Desember 2005 

BUPATT JEPARA, 

- HENDRO MAR TOO 

Diundangkan di epara 
Pada tanggal 31 Desember 2005 

SEKRE TARIS DAERAH 
KABUPATEI JEPARA 

M EFFENDI 

BE#RITA DAEFRAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 20OB NOAMOR [ 
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LAMPI[RAN PERATURAN BUPATI JEPARA 

No/or 
Tanggal : 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANA DAERAH 

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Untuk menuju pengelolaan kegiatan pembangunan ke arah yang lebih balk, bersih 
dan bertanggung Jawab, diperlukan suatu pedoman untuk pengelolaan kegiatan 
dalam AP8D Kabupaten Jepara Tahun 2006. 

Pedoman pelaksanaan ini diharapkan akan dapat dicapai pelaksanaan Anggaran 
yang dapat dipertanggungjawabka balk secara fisik maupun keuang.an dan 
mempunyal emafaatan serta mapu meningkatk.an kesejahteraan masyarak.at 
Danya.l 

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepar Thun 2006 ni dilaksanakan dengan maksud dan tujuan ; 

1 Sebagai acuan bagi aparat di lajaran Pemerintah kKabupaten Jepara dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepare 
Tahun Anggaran 2006 

2. Agar pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mencapal 
eterpaduan dan keserasian 

3, Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tahun ini 
diharapkan lebih bak dari tahun sebelurnya 

4, Meningkatkan efektifivtas dan efisiensi yang dapat diketahui den9an indikator 
inerja kegiatan yang tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat 
sasaran an tepat mafa.at 

5. Agar terdapat kesatuan arah dan pola pelaksanaan kegiatan di daerah 

Berkaitan hal tersebut di atas, sangat diperlukan perhatian dari Pirpinan 
Perangkat Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 untuk hal-hal sebagai berikut; 

1. Pedoman Pelaksanaan ini ditupuan1 untk pelaksaa.an kegiatan-kegiatan 
yang bersumber dana dai Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Bantuan Lar Negen), Pemerintah Propinsi (2P.0.A, Ingub.) 
dan dana yang dihimpun dari masyarakat lua (AD) sehingga 
keseluruhannya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan 
mayarakat 

2, Program/Kegiatan yang ada harus dapat didayagunakan sebesar-besarnya 
untuk meningkatkan produktifitas dan peningkatan kualtas pelayanan 
masyarakat serta pemberdayaan masyarakat, pengarnanan dan perlindung.an 
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' sosial yang dalam pengelolaannya diperlukan tindakan yang efisien clan 
efektif, hemat dan tidak boros 

3. Meningkatkan kualitas aparatur lerbaga dan sistem pada masing-masing 
perangkat daerah yang berkaitan erat dengan peningkatan profesionalisme 
aparatur, keahlian dan ketrampilan yang memadai pada bidang tugasnya, 
etos kerja, dedikasi dan disiplin tinggi 

4, Kegiatan-kegiatan Pembangunan Daerah agar diupayakan sejauh mungkin 
dapat menyerap tenag.a erja sebany.ark Danya.knya, bailk di perkotaan 
maupun perdesaan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku 

• Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar Instansi 
dlingkungan Pererintah Daerah dengan berbagai pihak yang terkait dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, 

6. permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang tidak dapat 
diselesaikan oleh para ipinan Kegiatan agar Se9era dilaporkan iepad.a 
Bupati Jepara Up. Bappeda Kabupaten Jepara, Bagian Pengendalian 
embangunan dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jepara esual den9an 
permasalahan yang dihadapi 

Sejalan dengan hal.hal tersebut diatas jug.a supaya memperhatikan adarya 
prinsip-prinsip anggaran serta dalam rangk.a mewujudkan Good Governance dalamn 
Tahun Angaran 2006 harus memenuhi asas 

' Tensparans 
2 Partisipasi 
3 Akuntabilitas 4 
4. Profesionaisme 
5 Efisiensi dan Efektifitas 
6 Wawasan ke depan 
7. Penegakan hukum 
8 Daya tan9gap 
9. kesetaraan 
10. Pengawas.an 

• 
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BAB II 
PENDAPAT AN DAERAH 

A, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

Bupati Jepara selambat-lambatnya satu bulan setelah penetapan APB8D 
menetapkan Surat Keputausan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pengelola Sumber Pendapatan 

1, Atasan Lang#ung Pemegang Kas Perbantu 

Atasan Langsung adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
mengelola Surber Pendapatan Daerah, yang mempunyal tugs 
a). Mengadakan intensifikasi pendapatan daerah yang menjadi 

wewenang dan tanggung jawabnya, balk mengenai jumlah maupun 
ecepatan penyetorannya ke rekerning Kas Daerah 

b), Mengintensifkan penagihan dan pemungutan Piutang Daerah 
c) Men@intensifkan pemungutan sewa atas penggunaan barang 

barang milk daerah 
d). Melakukan pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh 

daerah. 
e). Melakukan pemungutan denda yang telah diperjanjikan 
f). Memberikan sanksi terhadap kelalaiap pembayaran at.ars piutahg 

piutang daerah 

2. Penegang Kas Pembantu (Benda hara Khusus Penerima) 

Pemegang as Perbantu ( Bendahara Khusus Penerima ) adalah gtaf 
yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk membantu pemegang kas dalam 
hal menerima sertoran, membukuk.an dan menyetorkan ke rekeming kas 
daerah serta melaporkan mempertang9ungiawabkan epad.a Bupati 
epara 

Syarat-syarat Pemegang kKBs Pembantu 
a). PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahum. 
b), pendidikan minimal SLTA tau Golongan serendah-rendahnya II'a 
c), lake diperkenankan perangkapan jabatan 
d), Diutamakan yang memilikd ijas.ah Kebendaharaan 

gt Cara Penetoran, Pertanggungjawaban dan Penyimpanan 
a). Pemegang Kas embantu { Bendaharawan Khusus Penerima ) 

warjib menyetor seluruh pendapatan daerah selambat-lambatnya 
dalam (satu) hart kerja ke rekening kKas Daerah, 

b) Penyetoran pont 1 dapat dilaksanakan dengan uang tunai, cek atau 
giro yang diterima sendiri oleh permungut yang bersangkutan. Cek 
dan Giro baru diangap sah setelah Kas Daerah menerima nota 
kredit dani Bank yang bersangkutan 

). Khu#us terhadap Kecamatan kKarimunjawa paling lambat 
penyetoranrya7 (tujuh) hari kerja sejak saat kas diterima 

d). Dengan perseturjuan atasan langsung selambat-lambatnwa pads 
tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan menyampaikan 
pertanggungjawaban kepada Bupati Jepara 
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' e), Pengembalian pelapatan dalam tahun yang bersangkutan 
dibukeukan sebagai pengembalian ayat pendapatan yang 
bersangkutan 

f). Pemegang Kas Pembantu dilarang menyimpan uang daerah dale 
penguoasaran10ya 
1) lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana 

dimaksud huruf a). dan c)., 
2). atas nama pribadi/Instansinya pada suatu bank 

g). Kelambatan/kelalaian penyetoran penerimaan daerah ke Kas 
Daerah dapat dikenaka tindakare-tindakan administrati dan 
tindakar-tindakan lain sesual dengan Peraturan Perun.dang 
undangan yang berlaku, 

h). Untuk kelancaran penyetoran kas daerah dapat dilakukan melaluf 
Bank Persepsi atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakgn 
sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas 

). Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah petugas peregang 
kas pembantu dapat diberikan biaya operasional/biaya perungutan 
yang dibebank.an dalam operasional Pendapatan Daerah pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola $umber 
pendapatan. Ketentuan biaya operasional/biya pemungutan akan 
diatur lebih lanut sesuai ketentuan yang berlk 

B. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN 
4 

Dalam rangka lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta 
usaha-usaha penggalian sumber pendapatan Daerah dibentuke Te 
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan keanggotaan 

Bupat Jepara 
Wakil Bupati Jepara 
Sekretaris Daerah Kab. Jepara 
Asisten Administrasi Setda Kabupaten Jepara 
epala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Jepara 
Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten 
Jepara 
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda 
Kabupaten Jepara 
a). Kepala Baden Pengawas Daerah kKabupaten 

Jepara 
b). Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Jepara 
0). Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Jepara 
d). Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap 

Kabupaten Jepara 

Tim Intensifikasi dan Ekstensifikei Pendapatan Daerah mempunyai tugas : 
L. Mengadakan penelitian usaher usaha untuk mengintensifkan perasuk.an 

Pendapatan Daerah yang telah ada dan mencari umber-sumber 
pendapatan yang baru. 

2 Membuat program kerja dalam rangkaian intensifikasi dan ekstensifikasi 
Pendapatan Daerah. 

3. Mengevaloasi dan memonitor pelaksanaan Pendapatan Daer ah 

sebagai berikut ; 

1 Penasehat 
2 PenanggUng Jawab 
3. Ketua Urun 
4 Ketua 
5. Wakil Ketua 

6 Sekretaris 

7 Wakdl Sekretaris 

8 Anggota 
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BAB II 
BELANJA DAERAH 

UMUM 

Pengelolaan Keuanigan Daerah dilaksanakan menurut ketentuan sebag.a 
berkut : 

1. Tahun Fiskal APBD sama dengan Tahun Fiskal APBN 
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu tahun anggaran 

mencakup 
a), Pendapatan Daerah yaitu semua penerimaan Kas Daerah dala 

periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah 
b), Belanja Daerah adalah serua pengeluaran kKas Daerah dalarm 

periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah 
c), Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksue,ken 

untuk menutup sellisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja 
Daerah 

3. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, paling 
lambat satu bulan setelah Penetapan A9BD, Pemegang Kekuasaan 
Urum Pengelola Keuangan Daerah (Bupati Jepara) menetapkan 
a). Pejabat yang diberi wewenag untuk menandatangani SK0, SP, 

Pengesahan SP 
b). Atasan langsung Peregang as 
c). Pemegang as dan Pembantu Pemegang Kas 
d). Bendahara rum Daerah (Permegang Kas Daerah) 
e), Pejabat pada Bagian Keuangan yang diberi wewenang untuk 

menandatangani Daftar Pengulf dan Daftar Pembukuan 
Administratif (DPA) 

4, Anggaran yang diperlukan guna membiayar pengeluaran disediakan 
dengan jalan menerbitkan SK0 berdasarksn DAS 

5. Setiap penerimaan Kas disetor seperlunya ke Rekening Kas Daerah, 
6. Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas 

beban belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan, 
7. Jumlah Kredit Anggaran setiap obyek Belanja Perangkat Daerah, 

merupakan batas tertinggi pengeluaran Belanja 
8. Pelaksanaan anggaran Belanja Daerah didagarkan atas prinsip-prinsip 

sebagai berikut 
a), ierat, tidak mewah, efrsien dan esuai dengan ebutuha tekis 

yang disyaratkan 
b). Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana 

program/kegiatan serta fungsi masing-masing Perangkat Daerah 
c) Mengutamakan penggunaan produksi Dalam Negeri, 

9, Atas beban anggaran Belanja Daerah, tidak diperkenankan melakukan 
pengeluaran untuk keperluan 
a). Perayaan atau peringatan Flani Besar, Hari Raya, Hai LJlang tahun 

dan sejenisnya 
b), Pemberian Ucapan Selamat, Hadiah, Tanda Mata, dan Karangan 

Bunga berbagar peristiwa. 
c), Pesta untuk berbag~i peristiwa dan Pekan Olahraga 
d), Pengeluaran lain -lain untuk kegiratan/keperluan yang seenis/serupa 

yang tersebut diatas. 
10, Peyelenggaraan Rapat, Rapat Dinas, Seminar, Lokalkarya, Peresmian 

Ktor/Kegiatan dan sejenisnya dibatasi pade hal-ha! yang sangat 
penting dan dilakukan sesederhana mungkin 
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1t. Dalam melaksanakan Belanja Daerah berdasarkan pada standarisasi 
kompomen kegiatan termasuk harga satuanya. 

12 Standarisagi harga tersebut digunakan untuk menyusun pembiayaan 
kegiatan, yang diusulkan dalam dokumen anggaran 

13. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan 
A9BD rengacu ketentuan yang berlaku, 

B. PENGELOLAAN KEGTATAN 

1. Dengan Keputus.an Bupati Jepara menetapkg 

a). Pengguna Anggaran 
b). Pemegang Kas 
c). Pembantu Pemegang Kas 
d). Pemegang Barang Daerah 

a). Pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawas ; 
1), Menandatangani dokumen penatausahaan Keuangan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 
2). Menandatangani dokumen engajuan SPP, 
3). Mempertanggungjawabkan semua pengeluaran atas beban 

APBD, 
4), Menandatangani laporan atas plenerimaan dan pengeluaran 

etiap bulan 
5). Menandatangani SPJ tepat waktu, 
6). Melaksan1akan pemeriksaan kas terhadap peme9a0g kars, 

minimal 3 (tiga) bulan sekali dan diterbitkan berita acara yang 
disampaikan kepada instansi (Bawasda Kab. Jepara dan 
Bagian Keuangan Setde Jepara) 

7 Menetapkan dan mengesahkan Harga pertitungan Senti 
(HPS), ladwal Tata Cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan 
yang disusun oleh Panitia Pengadaan, 

8). Menandatangani perjanjian kontrak/kerjasama, berita acara 
pemeriksaan pekerjaan, Derita acara serah terima pekerjaan 
dan dokeumen kegiatan lainnya 

9). Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tert% 
penatausahaan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang 
didelegasikan pada Satuan kKerja Perangkat Daerah yan 
dipimpinnya. 

10). Setiap akhir bulan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
pen9guna anggar an wajib menyampailk.an laporan keuangan 
pengguna anggaran kepada Bupati Jepara Cq. Bagian 
Keuangan selambat-lambatnyan tangga 10 plan berikutnya 

11). Membuat laporan pencapaian kinerja program dan kegiatan, 
kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi 
penyerapan belanja damn realisasi penbiayaan 

b). Pemegang Kas 

eregang Kas adalah staf yang ditunjuk dan diserahi tugas 
melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
APBD, Setiap Satuan Kena Perangkat Daerah hanya ada atu 
Pemegang Kas 
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Pemegang Kas mempunyai tugas dan fungsi 
l). Mengajukan Surat Permintan Pembayaran (SP) kepads 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daera.h kK0ordinator Pengelola 
Keuangan Daerah dalam rangka mengadakan pembayaran 
berdasarkan DASK dan SK0 

2. Memperoleh, menenima menyimpan dan memelihara serta 
menyerahkan uang 

3). Melakanakan penatausahaan keuangan daerah secara tertib 
dan teratur 

4). Mengajukan buku pemegang kas dan buku-buku lainnya 
sesuai dengan kebutuhan 

5). Menyusun dokumer-dokumen/bukti secara benar dan tertib 
6), Merbuat Laporan Pertanggung jawaban kKeuangan secara 

periodike maupun insidentill kepada Bupati Jepara let 
Pirmpinan Satuan kKerja Perangkat Daerah masing-rnasing, 
dengan tembusan Bappeda, Bagian Keuangan Setda, Bagian 
Pengendalian Pembangunan Setda Jepara yang memuat 
(I). Neraca 
(2). Laporan Sur plus/Defisit 
(3). Aliran Kas 
(4). Perhitungan Anggaran 

7). Pemegang Kas bertanggung jawab kepada Bupati mengenal 
uang dari kerugian, hilang, dicuri dan penyimpangan lainnya 
sebagai akibat dari kelalaiannya. 

8). Laporan diatas paling lambat dikirirmkan tanggal 10 bulan 
berikutnya 

Swarat-syarat Pemegang Kas 
1). Pegawai Negeni Sipil dengan masa kerja minimal 2 (dua) 

tahun, 
2). Telah merilikd liazah kKebendaharawanan dan men 

pengetahuan tentang akuntansi, 
3) Pendidikan minimal SL TA/SM atau golongan serendh 

rendahnya I/d (Pengatur Tingkat I). 
4). Tidak boleh berkedudukan sebagai Panitia Pengadaan 

Barang/Jasa pada kegiatan yang bersangkutan. 
5). Mermiiki sifat dan akhlak yang baik dan jujur serta dapat 

dipercarya 
6). Tidak menjabat sebagai Pejabat Fungsiona/Struktural. 

c), Perbatu Peregang Kas 

embantu Pemegang Kas mempunyai tugas dan fungsi, antara 
lain ; 
1). Mengelola keuangan kegiatan esuai DAS masing-maging 

kegiatan, 
2. Menyvelengarakan pembukuan dan penanganan administrasi 

keuangan dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan 
yang bertaku 

3). Menyiapkan laporan administrasi keuangan kegiatan/surat 
Pertanggungjawaban keuangan dart pipina Keglatan 
kepada Bupati Jepara 
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' Swarat-syarat Pembatu Peregang Kas 
). Pegawai Negen Sipil dengan masa kerja minimal 2 (dua) 

tahun 
2). Telah merilikd [jaah Kbendaharawanan dan memike 

pengetahuan tentang akuntansi, 
3). Pendidikan minimal SL TA/SMU atau golongan serendah 

rendahnya l/a (Pengatur Muda) 
4. Tilak boleh merangkap sebagi Pemegang Kas Barang 
) Tidak boleh berkedudukan sebagai Panitia engadaan 

Brang/Jasa pada kegiatan yang bersangkutan. 
6). Pembantu emegang as di lingkungan Badan, Dinas, Kantor 

harya diperkenankan menjadi Perbantu Pemegang Kas dale 
lingkup satu Bidang, sedangkan di lingktngan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Jepara dalam satu Bagian yang sama. 

7). Tilak menjabat sebagai Pejabat Fungsional/Strukctural. 

d). Pemegang Barang Daerah 

Pemegang Barang Daerah adalah orang yang ditugaskan untuk 
menerima, menyimoan dan mengeluarkan barang barang milik 
Daerah yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan mereka 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui atasan langsungnya. 

1). Tugas dan tanggung jawab emegang Barang Daerah 
adalah ; 

(a). Menerima, menyimpan damn menyerahkan barang rilik 
Pererintah Daerah ke Unit pemakai, 

(b), Mengadministrasikan / mencatat secara tertib darn 
teratur penenoaan barang, pengeluaran barang dan 
persediaan barang dalam buku / kartu barang menurut 
jenisnya yang terdiri dart 
(1). Buku Barang inwentaris 
(2). Buku Barang Paka] Habis 
(3). Buku Barang Hasil Pengadaan ' Mutasl 
(4). Kartu Barang 
(5). Kartu Persediaan Barang. 

(c), Menghimpun seluruh tada bukti penerimaan barang 
dan pengeluaran/ penyerahan secara tertib dan teratur 
sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan 

(¢d), Membuat laporan balk secara periodik maupun secara 
insidentil mengenai pengurusan barang yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada Bupati Jepara melalui 
atasan lang5001901ya 

(e). Bertanggung jawab kepada Bupati melalui atas.an 
langsungnya mengenai barang- barang yang 
diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri dan 
sebab lainnya. Apabila terjadi kerugian, kehilangan 
atau kerusakan barang yang diurusnya karena 
kelalaianya, maka yang bersangkutan wajib 
mengganti 

(f). Melakukan perhitungan barang (stock opname) 
sedikitnya setiap 3 (tiga) bulan sekali, perhitungan 
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maa menyebutkan dengan jelas ; jenis, jumlah dan 
keterangan lain yang diperlukan untuk selanjutya 
dibuatkan Serita Acara perhitungan barang yang 
ditanda tangani oleh pemegang barang dan atasan 
tan@sung yang bersangkutan 

2). Untuk tertib administrasi dalarm rangka Penyusunan Neraca 
Buku Bidang Aset, maka setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah diharapkan untuk membuat laporan berkala 
(Triwulanan) kepacda Bupati Jepara Cq. Bagian Pengelolaan 
Aset Daerah Setla Jeparg 

3). Pemegang Barang / Pembantu Pemegang Barang Daerah 
agar dilibpatkan secara langsung sebagai galah gatu untuk 
Tim Pengadaan Barang pada masing-masing Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

4) Pemegang Barang ' Pembantu Pemegang Barang Darah 
agar diberikan honor setiap bulannya dai Anggaran Rutin 
masing-masing Satuan Kerjg Perangkat Daerah, termasuk 
UPT, yang nominalrya disesuaikan dengan Standarisasi 
yang ada Tahun 2006 

2 Dalam rangka memperlanear pelaksanaan kegiatan di masing-masin 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dapat menuruk; ' 
a). Pirnpinan Kegiatan, 
b). Pelaku Aktifitas, 
). Staf Tekis, 
d). Staf Administrasi. 

a), Pinpinan Kegiatan 

impinan Kegiatan dapat meimpahkant sebagian kewenan9annya 
dalam pelaksanaan kegiatan kepada masing-masing Pelaku Aktifitas 
sesuai dengan bidang tugasnya yang antara lain ; 

1). Bertanggung jawab atas kelancaran dan kaberhasilan 
pencapaian target masing-masing kegiatan sehingga dapat 
memberikan keluaran yang bermanfaat 

2). Bertanggungiawab baik fisik, administrasi maupun keuangan 
sesuai denga DASK Kegiatan yang dilaksanakannya. 

3). Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah selesai 
dilaksaakan kepada Penanggung awab Kegiatan, sesuai 
ketentuan yang berlaku 

Pimpinan Kegiatan mempunyar tugas dan fungsi, antara lain ; 
1) Membina, mengarahkan dan mengawasi Pelaku Akitas dan 

Petugas Pelaksana lainnya sesual prosedur yang berlaku 
2). Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasllan kegiatan 

yang menjadi tanggungjawabnya. 
3). Menyusun DASK sesuai dengan AP8D Kabupaten Jepara yang 

telah ditetapkan, 
4). Memberi petunjuk operasiona untuk memberik.an arahan dan 

pedoman bagi Pelak Aktifits dan etugas Pelaksana lainnya 

9 
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5). Mengawasi damn membina kegiatan dalam rangka peningkatan 

pengawas-an melekat 
6), Memberikan SPK dan menandatangani kontrak pemberian 

pekerjaan kepada pihak ke III 
7). Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan kepada Bupati 

Jepara Up. Kepala Bagian Pengendalign Permbangunan Setda 
Kabupaten Jepara sesuai format yan g ditentukan selambat 
lambatnya tanal 10 getiap bulan melalt Penanggung Jawab 
Kegiatan. 

8). Mengadakan pemeriksaan Kas terhadap embantu Pemegang 
Kas sekurang-kurangnya 3 (tga) bulan sekali dengan 
membuat Berita Acar Pemeriksaan, Tembusan Berta Acara 
Pereriksaan tersebut disampaikan kepada Kepal Badan 
Pengawasan Daerah Kebupaten Jepara dan kKepala Bagia 
Keuangan Setda Kabupaten Jepara. 

9). Manyamopaikan laporan keuangan (SP) paling lambat tang9al 
10 Bulan berikutnya pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten 
Jepara den@an diketahui Penanggung Jawab Kegiatan yang 
tembusannya disampaikan kepada Baden Pengawasan Daerah 
Kabupaten Jepara 

Persyaratan untuk seorang Pimpinan Kegiatan adalah Pejabat 
setingkat dibawah Kepal Satuan Kerja Perangkat Daerah 
antara lain Kepala Bidang, Kepala Bagian, atau Pepabat 
Setingkat Eselon III sesuai dengan lingkp bidang tugasnya, 
dikecuaikan bagi Unit Pengelola' Teknis (UPT) seperti SKB, 
SMP, SM/'SMK da Puskesmas penunjukan Pimpinan Kegiatan 
adalah Pejabat satu tingkat dibawah Piepinan Satuan Kerja 
erangkat Daerah yang bersangkutan, sedangkan Pimpinan 
Satuan Kerja erangkat Daerah menjabat sebagai Penanggung 
Jawab Kegiatan 

b). Pelaku Altfas 

Syarat-syarat Pelaku Aktifitas antara lain ; 
1. Pejabat Eselon IV sesuai dengan hingkup bidang tugasnya. 
2). Mermilik pengalaman minimal 2 tahun memimpin 

men9organisasi kelompok kerja yang berkaitan dengat 
kegiatan pengadaan barang/Jasa 

3). Meriliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan setiap 
tugas/pekerjaannya 

4. Meriliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak 
tegas dan keteadanan dalam sikap dan perilaku a0tar'a lain 
tidak terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KN 

5). Pengecualian angka 1). sarnpai dengan 3). di atas, diper#an 
pertimbanga-pertimbag.an khusus dan harus mendapatan 
persetujuan Bupati Jepara 

0), Stf Telenis adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu 
kegiatan yang bersifat teknis tertentu dalam pelaksanaan kegiata. 

d). St%f Arinistrasi adalah peg&wai yang ditunjuk untauk membantu 
egiatan administratif pelaksanaan kegiatan 
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Staf Administrasi dapat ditugask.an untuk membantu pelaksanaan 
kegiatan di bidang tertentu misalnya; 
1). Stat Administrasi Bidang Keuangar 

Adalah Staf yang ditunjuk untuk membatu pelaksanaan tugas 
administrasi dibidang keuangan pada Pembantu Pemegang 
Kas. 

Staf Administrasi Bidang Keuangan bertanggung jawab kepada 
Penegang Kas lewat Pembantu Peregang Kae 

Swarat-syarat Staf Administrasi Bidang Keuangan sama dengan 
Pembantu Pemegang kKas. 

2). Stat Adirinistrasi Bilang Umum 

Adalah Staf yang diturnjuk untuk melaks.anakan tugas-tuas 
adminstrasi urum, di luar tugas di bidang administrasi 
keuangan, 

3, Selanjutrya dalam rangka peningkatan efektifits, daya guna dan hasil 
guna, organisasi kegiatan dipandang perlu untuk dilengkapi dengan 
unsure-unsur ebagal berikut ; 

a). Penanggung Jawab Kegiatan 
Penanggung Jawab Kegiatan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang bertanggung jawab terhadap keguatan pada lingkup 
bidang tugasnya dengan tujuan agar' pelaksanaan kegiatan yang 
ibid.anginya dapat berjalan lancar 

b). Koordinator Penanggung awab Kegiatan 
Koordinator Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pejabat yang 
bertanggung jawab mengkoordinasikc.an penanggung jawab 
kegiatan pembangunan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan 
lacar 
Kordinator Penanggung Jawab Kegiatan dijabat oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten Jepara. 

0), Penanggung Jawab Unum 
Penanggung Jawab Umum adalah Pejabat yang bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan program kegiata secara menveloruh di 
wilaryah Kabupaten Jepara agar pelaksanaannya dapat berjalan 
ancar. Penanggung Jawab Umum dijabat oleh [upati Jepara dan 
Wal@ Burpati Jepara 

C. KELENGKAPAN KEGIATAN 

Dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja erangkat Daerah menetapka 
organisasi kelengkapan kegiatan yang meliputi ; 
1. Panitia Pengadaan Barang/lasa 
2. Badan Pemeriksa Pekerjaan (8PP) 
3. Pengawas Lapangan 
4, Panitia Pemeriksa Barang 
5. Kordinator Peng.awasan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan 

• Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut ; 



.). K.tua m.Enqrrp a4oe y.E
(sud Bidaie ruednF).

bl. s€rEbns m.bnqkap aneec y;is b.Eer dad 6aqan

1). Uisur Oins T.knis Gsu.iei&ic Tuca3M)
2) hq PessuD (eshEi
3) lEU (.uanqe (Basiai K.uaiqan s.da K:blFbn rloaE)
.4) umur P!4ebraan a< Da.Eh (8asi,n Pa.hr.an,ait

D Ehsebbupah}paE)q lMr nnmiiisb,i (sbf Fd. ea$n p6q6d.rbn
Pembansuiii seMa Kablpaq !par)

a). Memliri inbs'lbs bnequnq jawab d:am

b). emah.mi k€*luru h.n Fk€da,n
c). Memhanr FiG p.k iad effi yanq ffiFdi beas p:niba

d) lkm:ham Gi dokurui p.iq:6:i/h6de dai ph*nur

e). nd* menpunyai dcnsai pejabat yans
qap3ih:FjgadEn'

t. Memirkl seftfikt r.ahlian Fnsd.an b3Ens/jas pchs nEh.

Yanq $dak d b.Blkn m6Fba da am

4. K.p:b edai/D ias/bnbrFaban kia Pensr':t tu.6h.
b). P.mrqqlnq rasrb (qiabirrimpimn K€i#n/P.raku

ard'L./Penesds {../P.ab. ,u Penq.nq (d.blir Mr n'4u i
Bidai!K4qail.4eiy:igb.fahgkubi'

O. Pejaba!6taf Badaf Penqa€*n DaeEh (;bup*n 4:€, k cur i
denj:d Fnistpejebai Fieadaai uitlk pe@.da.n banqr.s

r!q* P,nE: fohg:da,h BaEn9D6a i
a). MenFan d:n h.epl',n :

t. Ren.da Ket, dai syad<y:Et (RKs).
2) tab ec Fnihian p.r.!aig:i.
3). syaEt-sy:r* pee/€ Fkr.ne.n.
4). Idw Faks:ian p.r.hiean.

b). Menqad.ran pmqumuman

c)- !.hb.ik?n pajelasan ntrq.naitumna K.t, dan syankyaEt
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a), Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Dina« Tekis 
(sesuai Bidang Tuganya) 

b). Sekretanis merangkap anggota yang berasal dari Bagian 
Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, 

c). Anggota terdii dart ' 
1). Unsur Dinas Teknis (sesuai Bidang Tugasnya) 
2). Unsur Pengguna Kegiatar 
3). Unsur Keuangan (Bagian euangan Setda Kabupaten Jepara) 
4). Unsure Pengelolaan Aset Daerah (Bagian Pengelolaan Aset 

Daerah Setda Kabupaten Jepare) 
5). Unsur Administrasi (Staf pada Bagian Pengendaliar 

Pembangunan Setda Kabbupaten Jepara) 

Panitia Pengadaan Brang/Jasa tersebut diatas harus memeruhi 
persyaratan sebagai berikut 
a), Meriliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas 
b). Mermahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan 
c). Merahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia 

pengadaan yang bersangkutan. 
d). Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur 

pengadaan. 
e), Tidak mempuryai hubungan keluarga dengan pejabat yang 

mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia pengadaan 
f) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa permenintah 

< 
Yang tidak dibenarkan menjabat dalam keanggotaan Paniti Pengadaan 
BarangJasa adalah 
a), Kepala Badan/Dinas/Kantor/Satuan erja Perangkat Daerah 
b). Penanggtung Jawab Kegiatan/Pimpinan Kegiatan/Pelaku 

Aktifitas/Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas/Stat Administrast 
Bidang Keuangan kegiatan yang bersangkutan 

). Pejabat/Stat Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Jepara, kecuali 
menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jas.a 
yang dibutuhkan instansinya. 

Tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa 
a), Meryusun dan menetapkan 

1). Rencana Kerja dan Syarat-syanat (RKS) 
2). Tata cara penilaian pelelangan. 
3 Syarat-syarat peserta pelelangan 
4), Jadwal pelaksanaan pelelangan 

b). Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan 
dilaksanakan 

c), Memberikan penjelasan mengena Rencana Kerja dan Syarat-syarat 
(RKS) untuk pekerjaan pemborongan dan membuat Berita Acare 
enielasan Pekerjaan. 

d). Melakkan Pembukaan Surat penawaran dan membuat Berita Acara 
Pembuk.aan Surat Penawaran 

e). Mengadakan penilaian dan penetapan calon pemenang lelang serta 
membuat Berita Acara hasil pelaksanaan 

f). Mengusulkan kepada Pejabat yang berhak menetapkan pemenang 
pelelangan 

g). Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan engadaan 
Barang/Jasa dirulai 
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4 h). Mermbuat pertanggungjawaban dan melaporkan hasil pelelangan 
epada Penangung Jawab Kegitan 

). Dengan diketahui oleh Penangung Jawab Kegiatan, Pimpinan 
Kegitan melaporkan hasil pelaksanaan pelelangan kepada Bupat 
selaku Penanggung Jawab Program lewat Sekretaris Daerah 
(Koordinator Penanggung Jawab Kegiatan) 

2. Badan Pemeriksa Pekerjaan (8pp 

(serendah 

Pembangunan 

Kualifikasi Non K (Nor 

Assisten Perekonomian dan Pembangunan Seda 
Kabupaten Jepara 
Kepala Bagian Pengendalian 
Setda Kabupaten Jepara 
1).Kepala Dina Pekerjaan (mum Kabupaten 

Jepara 
2).Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten 

Jepara) 
3).Kepala Bagian Pengelolaan Asset Daerah 

Setda Kabupaten Jepara 
4). Unsur Pengguna Kegiatan 

rendahnya Eselon II 

c). Anggota 

Badan Pemeriksa Pekerjaan untuk Pekerjaan 
Kecil) adalah 
a) Ketua 

Pembangunan Kepala Bagian Pengendalian 
Setda Kabupaten Jepara 
Unsur Dinas/Instansi Pengguna yang 
bersangkutan atau personil lain yang ditunjuk 
dari Dinas/Instansi yang Derangkutan 
Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengendalian 
Pembangunan Setda Kabupaten Jepara 
1). Kepala Cabang Dinas pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Jepara sesuai wilayahnya 
untuk pekerjaan fisik (untuk pekerjaan non 
fisik adalah personil sesual jenis kegiatan 
yang dilaksanakan), Apabila pekerjaan 
berlokasi lebih dari 1 wilayah (berbatasan), 
maka dittunjuk Kegala Cabang yang 
pekerjaan0ya mendominast 

2). Unsur Keuangan (Bagian Keuangan Setda 
Kabupaten Jepara) 

3). Unsur Staf Administrasi (Staf pada Bagian 
Pengendalian Pembangunan Setda 
Kabupaten Jepara) 

4). Unsur Asset Daerah (8agian Pengelolaan 
Asset Daerah Setda Kabupaten Jepara) 

5). Unsur Pengguna Kegiatan 

c) Sekretaris 

b) Wakil Ketua 

Badan Pemeriksa Pekerjaan untuk Pekerjaan Kualifikasi K (Kecil) terdiri 
dari 
a) Ketua 

Badan Pemeriksa Pekerjaan mempunyai tugas 
a). Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasil pelaksanaan 

kegiatan sebagai dasar-dasar pengajuan pembayaran termyn, 
berdasarkan pemeriksaan di lapagan, 
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b). Memberi saran kepada Pimpinan Kegiatan pada saat terjadi 

hambatan pelaksaaan kegiatan 
c). Dalam pelaksanaan tugasnya Bpp bertanggngJawab kepada 

Penanggungiawab Kegiatan 
qJ), Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penyimpang.an 

dari rencana yang telah ditetapkan. 
e). Membuat berita acara hasil pereriksaan pekerjaan, 

Yang tidak dibenarkan menjabat dalam keanggotaan BPP acdalah ; 

a). Kepala Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
bersangkutan kecuali untuk Pekerjaan Kualifikasi Non K (Non Keil 

b). Penanggung Jawab Kegiatan/Pimpinan Kegiatan/ Pelaku 
Aktifits/Pembantu Pemegang Kas yang bersangkutan kecuali untuk 
Pekerjaan Kualifikasi Non K (Non Kecil) 

c). Pejabat/Staf Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Jepara 

Kualifiksi Non kK (Non Keil) adalah pekerjaan dengan nilai diatas 
Rp.1.000.000.00O,- (satu miliar rupiah), sedangkan Kualfikasi K (Kecil) 
adalah pekeraan dengan nilai dibawah Rp.1.000.000.00O,- (satu miliar 
rupiah) 

3. pengawas Lapangan 

Untuk jenis kegiatan konstruksi Peng~was Lapangan adalah Stf Tekcnis 
dari Dina Pekerjaan Urum Kabupaten Jpbra, sedangkan untuk jenis 
kegiatan lainnya isesuaik.an antara kegiatan yang dilaksanakan den1gan 
kompetensi Satuan Kera Perangkat Daerah yang menangani (sesuai 
Tupoksi Satuan Kerja Peranglat Daerah yang bersangkutan) 

Tugas Pengawas Lapangan; 

a) Mengawasi pelaksanaan kegiatan di apang.an selama kegiatan 
dilaksaoak.an 

b). Menyusun laporan mingguan kepada Pimpinan kKegiatan melalui 
elaku Aktivitas tentang pelaksanaan kegiatan di lapang.an 

0), Memberi teguran kepada pelaksana apabila dalam pelaksanan 
egiatan terdapat penyimpangan/ tidak sesuai dengan bestek 

d. Memecahkan hambatan dalam pelaksanaan sebart.as wenangan 
yang diserahksn oleh Pirpinan kKegiat 

e). Ikut menertibkan administrasi kegiatan di lapangan 
f). Dalam pelaksanaan tugasnya pengawas lapan@an 

bertanggungjawab kepada Pimpinan Kegiatan melalui Pelak 
Aktifitaes 

Pengawas Lapangan yang mengawasi lebih darn 1 (satu) kegiatan 
$uparya didekatkan lokasinya untuk meningkatkan kualit.as pengarwas.an, 

4, Panitia Peneriksa Brang (PPB) 

Panitia Pereriksa Barang (PPB) mempunyai tugas: 

a). Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasill pelaksanaan 
pengadaan barang sebagai dasar-dasar pengajuan pembaryaran 
berdas.ark.an pemeriksaan barang dima.ksud 
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J b). Memberi saran kepacda Pimpinan Kegiatan pada saat terjadi 
hambatan pelaksanaan pengadaan barang. 

). Dalam melaksanakan tugas0ya panitia pemeniksa barang 
bertangungjawab kepada Penanggungiawab Kegiatan 

d). Membuat berita Acara hasil pemeniksaan pengadaan Dar ang 

Keanggotaan Panitia Pemeriks.a Barang (untuk kegiatan-kegiatan non 
fisik) beranggotakan paling sedikit S (lira) orang yang unsur-unsure 
sebagai berikut; 
a), Unur Dinas Teknis sesuai bidang tugasnya 
b). Unsur Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Jepara 
c). Unsur Pemakai 
d). Unsur Bagian Keuangan Setda abupaten Jepara 
e). Unsur Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kabupaten Jepara 

Yang tidak dibenarkan menjabat dalam keanggotaan Panitia Pemeniksa 
Barang (pp8) adalah : 
a). Kepala Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

bersangkutan kecuali untuk Pekerjaan Kualifikasi Non K (Non Kecil) 
b). Penanggung Jawab Kegiatan/Pimpinan Kegiatan/Pelak Aktifitas/ 

Pemegang Keg/ Pembantu Pemegang Kas yang bersangkutan 
ecual untuk Pekerjaan Kualifikasi Non K (Non Keci) 

c). Pejabat/'Stf Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Jepara 
Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang (ppg) diperlakukan 
sama seperti Badan emeriksa Pekerjaan (BP) aitu sesuai kualifikasf 
pekerjaan (Keeil atau Non Keil), 

5. Koordinator pengawasan Kegiatan pernbangunan i WiLayah 
Kecamatan, dijabat oleh Carat dengan tugas. 
a), Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pernbangunan di wilaryah kecamnatan masing-masing 
b), Melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Jepara, khususnya bila 

diternukan permasala han dilapang.an. 

6, embentukn Tie/Panitia lainya, harus mendapatkan rjin dari 
Bupati Jepara 

D. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN 

Biaya Pengelolaan Kegitan diberikan sesuai Standar Analisa Belanja (SAB) 
yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan kelaryakan serta telah 
diui/diteliti oleh Tm Peneliti DASK 

Honorarium kegiatan adalah penghasilan/gaji yang diberikan kepada 
pejabat/pegawai/seseorang sehubungan jabatan yang diembannya dalam 
perangkat organisasi kegiatan 

Honorarium untuk Pemegang Kas diatur tersendiri lewat kKeputusan Bupat 
Jepara 

Honorarium Staf Administrasi Bidang Keuagan diberikan setinggr tingginya 
sama dengan Pembantu Pemegang Kas 

Dela pemberian honorarium kepada perangkat organisasi kegiatan agar 
berpedoman ha-hal sebagai berikut 
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' • Honorarium dapat dibebankan pada kegiatan sepanjang dananya 
memungkinkan untuk dibebani. 

2 Pemnbenan honorarium disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan 
egiatan. 

3. Pelak Aktifita dan Pembantu Pemegang Kas hanya dibenarkan 
menangani maksiral 3 (tiga) kegiatan gesuai bidang tugasnya, 
pengecualian dari ketentuan ini dengan iin Bupati Jepara 

4, Honor bagi Staf Tekcnis, Staf Administrasi, Pembantu emegang Kas, 
Pemegang Kas, Pelaku Aktifites, Pimpinan Kegiatan dan Penanggung 
Jawab Kegiatan diberikan dani I (satu) kegiatan yang ada di lingkup 
Satuan kKerja Perangkat Daerahnya. 

5. Honorarium Penanggung Jawab Kegiatan setinggi-tingginya sama 
dengan Pimpinan Kegiatan 

6. Kegiatan-kegiatan yang mendapatkan tambahan dalam Perubahan AP8D 
yang pada Penetapannya sudah dipilih untuk dibebani Biaya 
Pengelolaan, dapat dibebani lagi tambahan Biaya Pengelolaan sesuaf 
ketentuan tersebut di atas 

7, Bagi Dinas/instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak 
menyediakan alokasi beaya honorarium dalam DASK maka ketentuan 
honorariumnya diatur dengan Keputusan Bupati Jepara 

E. PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERA (DASK) 

1 Umum 
a). Pimpinan Kegiatan wajib menyusun DASK berdasarkan Perda 

Kabupaten Jepara Nomor ...., Tahun 2005 tentang Penetapan 
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
200 gebagai dasar pelaksanaan kegiatan, 

b). Rencana Anggaran Satuan Kerja (ASK) adalah dasar untuk 
menyusun DASK yang merupakan perinlan rencana kegiatan yang 
dilaksaakan sesuai dengan dana yang tersedia dalam AP8D 
Kabupaten Jepara Tahun 2006 untuk kegiatan-kegiatan yang 
bersangkutan. 

¢), Hahal yang mendasari dalam penyusunan DASK dalah 
1). Menyangkut kebijakan daerah 
2). Perda Kabupaten Jepara Nomor Tahun 2005 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2006 gebagal pedoman penjabaran DASK 

3). Peru adanya penghematar-penghematan 
4), Dihindari terjadinya dobel pembiayaan pekerjaan kegiatan 
5), Berpedoman standarisasi dan tolok ukur lain0ya 
6). Utuk kegiatar-kegiatan figik baik kegiatan pembangunan 

maupun rehab diharusk.an untuk dilengkapi dengan Iin 
Mendirikan Bangunan (Tata Cara Pengurusan [MB dapat 
dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Ururm Kabupaten 
Jepara) 

7). Terhadap suatu kegiatan yang kemungkinan dapat 
menimbulkan damnpak besar dan penting, agar terlebih dahuu 
disusun Dkumen mengenai Analisis Mengenal Dampak 
Lingkungan Hidup (AMDAL'UKL/URL) yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenat 
Darnpak Lingkungan Hidup (AMDAL) 
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' Hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (AMDAL) agar dikoordinasikan dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait (Dinars Lingkungan 
Hidup, Pertambangan dan Energi (DLHPE) 

d). Ekpose/aparan Kegiatan 
1). Ekpose dilakukan oleh kKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dari Instansi terkait dan dihadiri oleh Tim Pengendalian de 
Pengawasan Pembangunan, Tim Peneliti DASK 

2). Ekpose DASK kegiatan dilakukan sebelum proses 
penelitian/pengesahan DASK dan dialokasikan untuk kegiatan 
dengan kriteria sebagai berikut 
(a). Kegiatan-kegiatan strategis 
(b). Biaya tinggi 
(c). Resiko tinggi 
(d), Melibatkan banyak piha.k 
(e). Prospek income jangka panjang 

3). Mate ekspose terdirt; 
(a). Latar belakang 
(b), Maksud dan Tujuan 
(). Sasaran 
(d). Manfaat 
(e), Permasalahan yang mungkin timbul dilapangan 
(f). DASK (termasuk RAB dan gambar rencana untuk 

egiatan fisik'konstruks.i) 

2 Proses Penelitian dan Pengesaha DASK 

a), Tim Peneliti DASK terdiri dari unsur-unsur Baupped Kabupaten 
Jepara (Kepala Bidang yang membidang), Bagian kKeuangan 
(Kepala Sub Bagian Anggaran) dan Bagian Pengendalian 
Penbangunan (Kepala Sub Bagian di Bagian Pengendalian 
erbangunan) 

b), Proses Penelitian DASkK dilaksanakan secara terpusat oleh Tim 
Peneliti dengan dilengkapi DASK yang dibuat dalam rangkap 9 
(sembilan) dengan dilengkapi RRencana Anggaran Biaya (RAB) dan 
Gamber Rencana (khusus untuk Kegiatan Fisil) yang disampailn 
selambat-lambatnya 2 (dua) hart sebelum jadwal penelitin, 

c). Pengesahan Gambar Perencanaan diatur sebagai berikqut; 
1). Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara dengan nilai konstrule4 

diatas R.1.000.000.000,- (satu mnilyar rupiah) 
2). Assiten Perekonomian dan Pebangunan Sekretaris Daerah 

Kabupaten Jepara dengan nilai konstruksi Rp.100.000.000, 
(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (%tu 
mitar rupiah) 

3). Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Jepara dengan nilai konstruksi sampai dengan 
R.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

d). DASK yang sudah mendapatkan fiatering/disetujui, oleh Bappeda 
Kabupaten Jepara diajukan kepada Bupati Jepara lewat Assisten 
Perekonomian dan Perbangunan serta Sekretaris Daerah untuke 
mendapatk.an pengesaha 



4. DASKF@t ah dB:hrq tecesLd
1). K.F a 8aF.da K.bupab rpdR
2). r epab 3ad,n P.n9&4.i oleE3) s.r d,]s DPrc bbuFbn raaE
t K.Fb eqhi Pciqd.rian Pem

a). Msk B. anr: AdminLhi unum,
Y.ns bssi uEia Baais B.r.nja ar€dr d- Bdanja p.hFnln
e.b i d, Fronpd s€h i. r€1 ^rosinq didn.i daram Fib b.rad: Fnu bd ja p4amt b.hnja
b.cis dan i.s. b.hnja Fn rih:En dan b€brt. Frj:tanan

, Eb, anak d.n jumrah jtwa

c). DsKG4
Yanq bqsi fi.iah b.anja p€sawai bc
d,i. drcn e4ipo$\ orarqan
hnjaiqai shrh€li bija@8n fu@,im:t, tonjaiqan l(nu,us dan
pembukbn e.ji rhma stu anss:Ei.

Yane beds uEkn dan ilmhh p.idapa6n b.'i#dci klomed\
Fnts,oby.kdahni.i{oby*Fnd

d.hed uEtan dai juhrah

.) DASK Bdanja @.cs d P.ndihaEan
4db.f uE," doc4ErteEEr'i e fL, jubF o'1ir
da:m jd, o5y.k sb dn.hi obyek b.hnja otsEs dai

w"9F'{uEL'*bDff4?r\.9
d''RiddlJrb'adlag*n'.TT

seei Fdtunsrn j0mLih
stu,i, harqa eiu:i d.n iumhh bbr.

qt DrsK Be anja Basi Ha,ir dai Bantlan K.sne:n
Ysnq baki u€an nrap prceco/k {ien B.t.nF egr Hasl ddr
Badai kuaicanvanq dnn d:rah rmrah ier

' e). DASK yang telah disahkan tersebut disampaikan kepada 
1). Kepala Bappeda Kabupaten Jepara 
2). Kepala Badan Pengawas.an Daerah Kabupaten Jepara 
3). Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara 
4), Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Jepara 
5). Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara 
6). Pimpinan Kegiatan 
7). Arsip 

3. Jenis-jenis DASK 

a), DASK Belanja Administrasi Umum 
Yang berisi traian Bidang Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan 
Publik dari kelompok Belanja Administrasi Umum, yang masing 
masing dirin&i dalam jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja 
barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan 
dias selama satu tahun anggaran. 

b). DASK Tunjangan Beras 
Yang berisi rincian berdasarkan golongan yang dirini dalam data 
pegawai dan keloarga mehiput pegawai, istri, aak dan Jumlah jwa 
selama satu anggaran 

c). DASK Gaji 
Yang berisi rinclan belanja pegawai berdasarkan golongan yang 
dirinci dalam gajy pokok, tunjangan isteri/suari, tunjangan anak, 
tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan khusus cdae 
pembulatan gaji selama satu anggaran 

d). DASK Pendapatan 
Yang berisi uraian dan jumlah pendapatan berdasarkan kelompok, 
jenis, obyek dan rincian obyel pendapatan pala ta hun an19gar an 
berkenaan yang dibandingkan dengan uraian dan jumlah 
pendapatan tahun anggaran sebelumnya. 

e). DASK Belarja Operasi dan Pemeliharaan 
Yang berisi uraian setiap program/kegiatan yang selamjutya dirinci 
dalarn jenis 0byek serta rincian obyek belanya operasi dan 
pemeliharaan selama satu tabun anggaran. 

f). DASK Belarja Modal 
Yang berisi uraian setiap program/kegiatan belanja modal yang 
dirini dalam biaya kegiatan yang meliputi biaya persuapan, biaya 
pelaksanaan dan biaya administrasi disertai perhitungan jumlah 
satuan, harga satuan dan jumlah total, 

g). DASK Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 
Yang berisi uraian setiap program/kegiatan Belanja Bagi Hasil dan 
Bantuan Keuangan yang dirini dalarm jumlah total 
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' 
BAB. IV 

ANGGARAN PEMBIAYAAN 

Anggaran pembiayaan meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau 
untauk memarfaatkan surplus anggaran, Perhitungan dart anggaran pembiayaan 
meliputi Sisa Lebih Perhitungan tahun yang lalu/tahun berkenaan, Pinjaman, Dana 
Cadangan dan Perhitungan Pihak Ke Tia (pK yang dialokasikan dalam os 
Sekretariat Daerah 

Hal-hal yang diatur dalam anggaran pembiayaan, meliputi 

1. embentukan pin)aman, baik yang bersumber dari dalam maupun Luat 
Negeri dengan prinsip ke hati-hapan yang pelaksanaany% de-ngan 
persetujuan DPRD 

2, Pembentukan Dana Cadangan dilakukan untuk membiayai kebutuhan dana 
yang tidak dapat dibebakan dalam satu tahun anggaran atau untuk tujuan 
tujuan tertentu lainnya dari pemanfaatan surplus angaran. 

3, pelaksanaan Program/Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan ditetapkan 
dengan Keputus.an Bupati Jepara dan diberitahukan kepad DPRD Kabupaten 
Jepara 

4, Semua pembayaran yang menjadi kewarjiban Daerah yang jatuh tempo atas 
Pinjaman Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam ABD, 

5, Penatausahaan pelaksanaan Program/Kegiatan yang dibiayai dari dana 
Pinjaman Daerah/dari Dana Cadangan diperiakukan sama dengan 
penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lain0ya. 
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' BAB V 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. UMUM 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalarm pelaksanaan kegiatan, antara 
lain 

1 Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Bala/Die/ 
Kantor[Bagian/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan 
fungsinya, oleh karena itu Pimpinan Kegiatan dan Pelak Atifits serta 
Perbantu Pemegang Kas harus berada pada masing-masing 
Dinas/Kantor/ Badan/Bagian yang bersangkutan dan tidak lintas Sub 
Dinas/Bidang/Seksi/Sub Bagian 

2 Kegiatan-kegiatan yang telah selesai proses penyusunan dan 
pengesahan DASK.nya agar segera dilaksanakan sesuai jadwal yang 
ditetapkan sehingga tidak terjadi keterlambatan 

3, Pelakanaan suatu kegiatan berikut pembiayaannya, tidak boleh 
menyimpang dani DASK yang disahkan serta tidak boleh melampau 
batas anggaran yang disediakan. 

4, Dalam pelakanaan pekerjaan agar dapat tercapai asas lima tepat, yaitu 
tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat 
anfaat, serta berpedoman pad.a perat.uran yang berlaku, antarae lain 

< 
a). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah 
b). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
c). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
d). Keputusan Presiden Nomor 80 Tahon 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
e). Keputugan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 

Tahun 2001 tentang Pedoran Pengelolaan Barang Daerah. 
f). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertsnggungjawaban dan Pengawasan serta 
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Pertitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

g). Keputusan Menteri Perrukiman dan Prasaran Wilayah Nomor 
339/KP7$/M/200.3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa 
Konstruksi Oleh Instasi Pemerintah 

h), Keputug.an Menteri Perrukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 
332/KP7s/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan 
Bangunan Gedung Negara 

). Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Pelayanan Administrasi, 

j) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 1ahun 2002 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

k). Perencanaan kegiata-kegiatan fig.ik mengacu kepada Daftar 
Analisa yang dikeluarkan oleh Dimas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Jepara. 

5. Untuk memperjelas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa baik 
yang dilaksaakan secara swakelola maupun dengan sister pelelangan 



e.'ru dtsBh tun. a Gda d:i sFdsr.d (RKs)
a). Ms tsda daemya mdup:k:n pdFb.run hbih rid euE

ftmpel]d_pealsd&nt.€ht.n
b) hah m.ny6un Ris ae:r b.'l6rdindi d.heai Drias/li$ns'

B.Can Pseendrln
$al-Fng.'d'P.li\gEr'.9abF

!) qe1.! .q. d:n sts,r v"d eGJ

G). K.bE@ Fmb.ri&@s
ib). r(d.Eisd peqdia
(o. KeEie diEki
(d). syaEt,ya€t *ke da/p€qd p.r.Eisai
G). BdtukintF€w s dai cE Fnyampahmya.

2). syaEtAdmintstui:
G). rtrslc mftu Fa*s dn Flsjdn
(b). ra nqq,l poy..ahr i Fk 'ja.n/bG@{c). Denda kebrr.nbalzn
(d). B*eiya Fmhan F!.Laiqa(e) Be.mya iamrn.n pelaknan

G). Inis dad !€bn Fkdan
(br l.nb da n E &"1 .+'h nu@bn h:ru.

d;rrn .ed/ aqa $_o..
n&ionai/daeEh

G) G.mbar dedr, sambd loEhkrd,n kh4r,Fn i.ri

baFis dan jasa
i*,lisbisiP.nlqbaJagdl

diPedtrbi lagi iln
D. aksiaaiiE m.niadi bncquic r.m

hai Fny.d E bffiie4#.

1). s.mG tsmilihm FFdh baBreDa$ pdnbobn-d,i/jag
l.innF p.da prin.ipnF

2). udk Fkcnaai Fis lemp.k drn jumlsh rydh
haE4ras Fnq tuhpu helakambn diFkrnr Gbabsi
naki p.militun p.rycd a baraq/jae dap* dihklkii denqan

3) P.milihan ranssunq dapd dihrsi
R!.1co 0m.0m,- G.€hs iub

perlu disusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS 
a). RKS pada dasamya merupakan penjabaran lebih rind guna 

memperjelas pelaksanaan keg@tan 
b), Dalam meryusun RKS agar berkoordinasi dengan Dinas/Instansi 

Tekcnis terkait dan Bagi pengendalian Pembangunan Setda 
Kabupaten Jepara selaku pengendali pelaksanaan kegiatan 
kegiatan pembangunan, 

c) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) mermuat sekurang 
kurangnya 

1). Syarat mum 
(a). Keterangan pemberi tugas 
(b), Keterangan perencana 
(c). Keterangan direksi 
(d). Syarat-syarat swakelola/peserta pelelangan 
(e). Bentuk surat penawaran dan cara penyampaiannya. 

2). Syarat Administrast; 
(a), Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 
(b). Tanggal penyerahan pekerjaan/barang 
(c), Denda keterlambatan 
(d). Besarnya jaminan pelelangan 
(e), Besarnya jaminan pelaksana.an 

3) Syart Teknis 
(a). Jenis dan uraian pekerjaan 
(b). Jenis dan mutu bahan sejauh mungkin hanus 

menggunakan produksi dalam negeri/harga standar 
nasional/daerah 

(c). Gambar detail, garbar konstruks dan kelengkapan lain 
yang diperukan. 

B. PENGADAAN BARANG DAN ASA 

, pemilihan dan Penetapan Metode Pengadaan barang dan jasa 
dilaksaaka oleh masing-masing Dinars/Instasi Pengguna Jars.a dan 
harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang bertaku serta 
dilaporkan kepada Bupati Jepara 

2 perilihan dan penetapan metode sebagaimana tersebut diatas tidak 
diperlukan lagi ijin Bupati Jepara. Segala akibat yang tirmbul atas 
pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran. 

3, Penetapan metoda perilihan penyedia barang/jasa 

a). Metoda perilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jas.a 
lain0ya 

1). Semua perilihan penyedia barang/jasa pemborongan/'jasa 
lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan 
umurn. 

2). Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia 
barang/Jaso yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, 
maka perilihan penyedia barang/jasa dapat dilakaukan dengan 
metoda pelelangan terbatas 

3). Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang 
bernilai sampai dengan Rp.100,000.000,- (seratus juta 



{) P.iunjurii ai$lnqdapddiab
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(b) o.kata: tritq

i.r r..ri:r €nq be +ri '.. c,{oaf
rc50000!.c i; p!!h js:

(r) ierno oq *defimarda,hbu
13) rt56 k. i d:i/3bu
ta) ,rrkka,araf o eh

'eqi-n b:Eiq/Fa slrs y:'L :

G) p.k a:ai b.danrk:i

o) Peri€tan/bEne sFs f k yarc ha
or.h st! Fny.dE b anq/ras, F l:i, pemeeeis hak

G) merupabi has
abu Fnqraji tuu*n t dlyanq i.lah mempuiy,ip*,r

(d) p*.!ai yanq konp.rs y:iq biya d:pd d bkanaran
denean Fnqqunaan &kioloqi rhu$s dan/ibu haiya
:da sab F'€dh h,Ene/t-a y4 mamF
meEapliksikannya

b) r4dda D.mirihan DenEdra iasa konsunaisi :

,.

knc Fneadaai Fe koisurbs p,

unbk pekela4 j,$ (oisurEnsi yans r.np.k dan jum ah
prny.db jas yaiq mampu meraLl3i
Gka pemr han penyen . bac4/ja$ d

bmihi qmpar denean Rp 100.000.0@ G.ds je
Pslnjuran bnqslns dap* drrarsaBra

(a) tsnaaamn darur* utul p*h:
p.kedaaniya Edak daFt ddnda / ha s d *ubi

4).

rupiah). 
), Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi 

kriteria vaitu keadaan tertentu dan pengadaan barang/jasa 
usus 

Keadaan tertentu yaitu 
(a) penanganan darurat untuk pertahanan Negare 

keamanan dan kesela0atan masvarak.at yang 
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, ata 
harts dilakuk.an segera, termau pea9a0an 0a1Ura. 
akibat bencaoa alam, an/ata, 

() pekerjaa yang periu rahasuaan yang menyangkut 
pertaihanan ian kemanan Negara van rtetap«an oieh 
Presider day at 

) peen.aan yang bes#ala keel cengan ma mas4ff 
R.50.000.000, (a puluh juta rupiah) den,gar 
etentua 

(I) untuk keperluan sendirt; an/atau 
2} teknologiederhara, dan/atau 
3) resko keel, dan/atau 
(4) dilaksanakan oleh penyedia barang'jas.a usaha 

0rang perseoran@an dan/atau badan saha kecl 
termasuk koperasi kcil, 

' Pengadaa barang/jasa khu.us yaitu 
(a) pekeraan berdasarkan taif resmi yang ditetapkan 

pemenintah, atau 
(b) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan 

oleh gsatu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak 
paten, atau 

(c) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil 
ata pen9grain industriecil yang telah mempunyai pasar 
dan harga yang relatif stabil; atau 

(d) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan 
dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya 
ada satu penyedia barang/as.a yang mampu 
mengaphkasikannya 

b), Metoda perihihan penyedia jasa konsultansi 

1). Semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dlakukan 
dengan seleksi mum. 

2). Untuk pekerjaan jasa konsultansi yang kompleks dan jumlah 
penyedia jasa yang mamnpu melaksanakan diya.kiri terbatas, 
maka pemmilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan 
metoda seleksi terbatas. 

3). Seleksi langsung dapat dlaksanakan untuk pengadaan yang 
bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) 

4) penurjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memeruhi 
riteria sebagai berikut. 
(a) penanganan darurat untuk pertahanan Negara, kemanan 

dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan 
pekerjaannya tidak dapat ditunda ! harus dilakukan 
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(h) tsny.d. js. tuneeal; drn/eu
C) tsL!:,n y.m

@ drbolln ;.h
(d) e.k ,l.an y,ne bcEkala k .it dse k&tuan:

{1) undk k osrun andii;(a m.mpuiyai..nko kcit
(3) m.n4uiar:nblmrdeidedEna;
(4) dLralgiabn or.h q.db jas usha FoBnen
(s) bsnrars.md dsqEn Rp.s.m.oooi 0ima puruh

(.) Fr.rjaai yaie hanF depat dir
hak pabn .a dhak F@ terah lHdar* ii i.

Kudif ka, PenFdh sa64r8a.

nrr, d,aturi, dem.n ere Lrf'k'

D'.,j4' 'orplr adi a\ pn -r&n F
Rp.5o.0m.m.m0i- oma p0 uh nirEr pbh).

hBy'r'r.i {urffrG'r P€ny.dr. sns/r.s :

a). Mehiiki sud iin 6,ha pdr ud

"vnn.at'€1rflh{Fr'tabi a4t.* €$
oF€si'/lcmt6anyanc

e). rer,h neruna' ltuarb€n FFr
,iau tu*r ,l/PsE t abu

PPN lkuG4,kuEnrya 3 {dqd) b! an v.no blu.
0 slaha c (emFn

mentsd'aui b:€iqlae br d, lmtuEm Emend;h aEu
sub konht baik d rinskunFn

Fmsibh abu s$, r.cualtsnFiE b:Eicnae Erc baru
be,! i kuE4 dai 3 ltqa) bhun.

s). M.mirikj rjn.na ha& dan ddak m
h). l{.miriki kd:mpuan Fda bidaiq tsk naai y.iq suE utur

u$ha k..!r bmasur koEcsi k.cl.

segera; dan/atau; 
(b) penyedia jasa tunggal; dan/atau 
(c) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut 

pertahanan dan kemanan Negara yang ditetapkan oleh 
residen, dan/ atau 

(d) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan 

(1) untuk keperluan sendiri; 
(2) mempunyai resiko kecil; 
(3) menggunakan teknologi sederhana; 
(4) dilakesanakan oleh penyedia jasa usaha perorangan 

dan bad.an usaha kecil; dan atau 
(5) bernilai sampai dengan Rp.50.000.000, (ima puluh 

juta rupiah) 

(e) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang 
hak paten atau pihak yang telah mendapat iin 

4, Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa. 

ada prinsapnya penilaian kualifikasi atars kompetensi dan kemampuan 
usaha peserta pelelangan umum, dilakukan dengan pas.ca kualifikai 
Khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat dilakukan dengan 
prakualifikasl 

f 
Pekerjaan Kampleks adalah pekerjaan yang memerukan teknologi tinggi 
dan/atau mempunya resiko tingg dan/atau berilai diatas 
Rp.50.000.000.000,- (ima puluh miliar rupiah) 

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 

a). Merriliki surat tjin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan 
oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlak, 
seperti SUP untuk jasa perdagangan, [UK untuk jars.a konstruki 
dan sebagainya. 

b). Seara hukum mempunyai kapasitas menandatangani konteak 
pen9adaan 

c). Tidak dalam pengawas.an pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan 
usaharya tdak sedang dihentikan dan/atau idak sedang menjalani 
saksi pidana. 

d). Dalam hal penyedia jasa aan melakukan kemitraan, peyedis 
barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama 
0opera5l/kemitraan yang memoat persentasee kemitraan darn 
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut 

e). Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/pph) gerta 
memihki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau 
ppN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu 

). Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman 
merediakan barang/jasa baik di lingkungan permerintah atau 
swasta termasuk pengalaman sub kontra.k baik dilingkungan 
pemerintah atau swasta, kecuahi penyedia barang/jars.a yang bar u 
berdiri kurang dani 3 (tiga) tahum 

g), Meriiki kinerja bailk dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau 
daftar hitam disuatu instansi 

h). Memiiki kemampuan pala bidang pekerjaan yang sesual untuk 
usaa kecil termasuk koperasi keail 
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D. M.mirikj knan4o paia bd,m d,n 36 bd:is Fkcnaln 
'iis

hmar rst4sD Fda
sub bd,ne p.k t,an ya'E ss$i u
dalam kuru wnu 7 (tujuh) bhli brakhn.

2). urtuk tsiead:an sbns/je ra
(r0 : r.rarFai Dasr, \Pt {1. o.nqtrren -.a_qq)
tsd. 5ub bda@ pebd,an Y:ie *5
keir da ,m k!tun wahu 7 (bnuh) bhln ftkhtr.

j). Dahm ha smth Fiq dip€,hi
dad r.u.hran yaic msar'il r.mih.n (lead fim).

N). unhr peketa:i rnBB^psrk/hrnobei biqq, daFt
dibmbahk:i p.Bya€bn ain s.P.rtj p

D. Medrk i€t
pemennbh/@ udk ftnsiklt psqadaan bacnq/jae

o-n) dd, " P,oyd ,.1.
o. tro c66) d* -.&

p'ryck untur Fl.naan pem.eran b.Enqljas hrnny., rKu,li
mtu[ p$i€db babng/F$ u$ha [ei

h). M.milLtu k mampuan nHv.dbka
FEon yais dip.dlk unak p.hkadah p.kd.:n,.

n) ,.rn. d,ran F-y.d5 b,iu::q yanq *<a d.19"i h,

o). M.nFmpaibn drtur percLhan FrErjaan Fns s.dans
d' ar'siabn khu$s ! ittrk jas p.mbotunq,n.

p) rid3l -erbu* p.-y!ur- y-T

o. unbk p.k.rrai j*a
keuqan (s(K) yaiq .uk!p d ,Ea t€mamtsu.n tsk t (sKP).

1). P*ckua mr,si addah @* P.irhian kffipdsn d
kemamplah urh?
bh$ d3i p6y.ib b:aiq4,s qbhh n.nalukrai

4. rab Gb Pac Kurif bsi l

a), Peisunlmai p€hlrnsan uh!fr d$
b). psyamFi:n doklmd kuarnb3i bffimaa (m.ijadi

stu) denoan dotlmei Fnaw.Bn
d. &Gi dolln$

d). Penydia ba6is/1:s Fns dhFb

o. P6awa6n |€nq

i). Meriliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekenjaan yang 
$es4a untk bu#an usaha keail; 

1), Untuk jasa pemborongan memenuhi KD=2 NPt (KD ; 
Kemampuan Dasar, NPt , Nilai Pengalaman Tertinggi) pada 
sub bidang pekeraan yang sesua untuk bukan usaha kecil 
dalam kurun waktu7 (tujuh) tahun terakhir 

2). Untuk pengadaan barang/jas.a lainnya memenuhi KD=5 NPt 
(KD; Kemampuan Dasar, NPt Nilai Pengalaman Tertinggt) 
pad.a sub bidang pekerjaan yang sesui untuk bukan usaha 
kecit dalam kurun waktu 7 (tu#uh) tahun terakhir, 

)). Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dagar 
dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm), 

). Untuk pekerjaan khusus/spegifikteknologi tinggi dapat 
ditambahkan persyaratan lain sepert peralatan khugus, tenaga ahl 
$pe5/al.is yang ope/luk.an aa pee9alama tertentu 

). tMeriliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank 
pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa 
sekurang-ura0gya 10% (sepuluh prosen) dant milai proyek untuk 
pekerjaan jasa pemborongan dan S 9% (lima prosen) dari nilai 
proyek untuk pekeraan peoarswokan baran9/ars.a lainnya, ecuall 
untuk penyedia barang/Jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil 

m). Meriii kemampuran mnenyera.k.an fas.ilrtas dan peralat.an $eta 
personil yang dperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. 

n), Termasuk dalam penyvedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai 
paket pekerjaan 

0), Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang 
dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan 

p). Tidak membuat pemyataan yang tidak benar tentang kompetensi 
dan kemampan usaha yang diriikinya 

q), Utuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan 
euangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampauan paket (SKP), 

Pasca Kualifikasi dan Prakuaifikeasi ; 

a) Pasca Kualifikasi. 

1). Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan 
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu 
lainnya dari peyedia barang/jars.a setela.h memarsukkar 
penawaran. 

2). Tata Cara Pasca Kualifikasi 

a). Pengumumnan pelelangamn urnum den9an pascakualifikasit 
b), Penyampaian dokumen kualifikasi bersamaan (menjadi 

sat) engan dokumen penawaran 
c). Evaluasi dokumen kualifik.as dilaksanakan setelah 

evaluasi okumen penawaran 
d). Penyedia barang/jasa yang dinyatakan ulus kualifikasi 

apabila memenuhi seluruh Persyaratan Kualifikasi 
Penyedia Barang/jas.a 

e) Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi 
dinyatakan gugur, 
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b). Pre Kualifilasi. 

1). rakualifikasi adalah proses penilaian korpetensi dan 
emampuan usaha serta pemenuhan persayaratan tertentu 
lainnya dari penyedia barang/Jars.a sebelum emasukkan 
penawaran 

2). Tata Cara Pr Kualifiksl: 

a). Pengumuman pralkualifiaksi untuk pelelan@an umum. 
b), Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi 
). Penyampaian dolumen prakuahifiaks/ oleh penyedia 

barang/jasa 
d). Evaluasi dokumen prakualifikasi yang telah ilengkapi 

oleh penyedia barang/jasa 
e). Penedia barang/'jasa dinyatakan lulus kualitikasi apabila 

memenuhi seluruh Persyaratan Kualrfikasi Peryedi 
Barang/Jasa. 

f). menetapkan daftar penyedia barng/jasa yang lulus 
prakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan 

g), Pengesahan hasill prakualifikas.i oleh penggun 
barang/jasa 

h). Pengumuman hasil prakualifikasi. 
l). Penelitian da tindaklanut atas sanggahan terhadap hasit 

prakualifikasi. 
j). Pengumuman hasil prakualifikasi sekurang-kuran 

memuat. 

(1) Nara dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber 
dananya 

() Nama dan alamat penyedia barang/jasa dan nama 
pengurus yang berhak menandatangani kontrak 
pekerjaan untuk setiap calon penyedia barang/jags 

(3) Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada 
bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil 
termasuk koperasi kecid dan sub bidang pekerjan 
yang $es4al auk bukan rs.aha keeil dalam kurun 
waktu 7 (tujuh) tahun terakhir 

(4) Keputusan lulu tidaknya setiap calon penyedia 
barang/jasa 

k). Penyedia barang/jasa yang tidak lulus prakualifiasi dapat 
menyata.k.an keberatan/mengajuk.an sanggaha kepada 
pengguna barang/jas 

). Apabile sanggahan/keberatan peryedia barang/jasa 
terbukti benar maka panitia/pejabat pengadaan 
melakukan evaluasi ulang dan dafter penyedia 
barang/jasa yang lulus prakualifikasi hasil evaluasi ularg 
diumum#an, 

m). Dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian kualrfikasi, 
pengguna barang/jasa wajib meyediakan formulir isin 
kualifikasi penyedia barang/as.a, yang meruat nogk.as.an 
nf0renasi dari Persyarata Kualifikasi Penwell 
Barang/Jasa (lihat BAB.VII. Petunjuk Pengisian Blanko) 
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b). Pek da.n i.e koEurbnsi :

baEiqlasa p.mbomnqe/5as Ehiya d4*

rih.n Ffy.dk baBns/j.s

be.minddanm.nenuhikEifil'*id'P*m.ngikuhya,

p.nydb ba6er*a pemb.r4.n/F$

1). Dene.n PEku.ffk.i I
(a). Pensmunan pckua mrlr;
(b) P.nqamb ai ddk!tun p€k€rinki3ij
G). tumsubi dokums p6kslifirGsij
(d). Ebrusiddkum.nprikuimkaii'
G). P.neFi ha3 r p€kua mkasi,
(D. Pe.summan h6n pdErm*Ei;
G). Mas $Bsah pEkurnrnij
0,). UndancaR k oada Eft vam lulus DEra.lr k:sii(i) Pen@mbian dorum.n hrnq unum;

(1) Formulir isian tersebut disertai peryataan penyedia 
barng/'jasa yang ditandatangami diatas meterai, 
ba/wa informasi yang disampaikan dalam formulir 
tersebut adalah benar dan bersedia untuk dituntut 
ecata pidaa dan perdata serta bersedia 
dimasukka dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 
2(dua) tahun berikutnya, apabila terbukti informasi 
yang disapak.an merupeak.an kebohongan 

(2) Formulir isian tersebut sebagai pengganti dokumen 
yang ipersyaratkan 

5, penilaian kualifkasi dilaksanakan sebagai berikut 

a), Pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang dan pemasokan 
Jars.a lainnya 

I Metode Pengadaan Tidak Komplekes Kom eke 
Pelelangan Umurm Pasca Kualifiisl Prakualifikasi atau 

Pascakualifikasi 
Pelel Tebatas Prakualifkasi prakualifikasi 
Pemilihan La Prakualifikasi Prakualifikasl 
Penunjukan La9sung Prakualif ikas Prakeualifikasi 

' ' 

Metole p adaan ridat Korpiel atau Koroleks 
Seleksi Umurm Prakualifikasi 
Seleksi Tertas Prak@ualifikasi 
Selesi Lat peakualifikasi a 

6. Dalam pengadaan barang/jasa pemborongan/'jasa lainnya dapat 
dilakukan dengan metode 

a), Pelelangan Urur 
Pelalangan Umum adala.h metoda pemilihan peyedia barang/)a$a 
yang dilakuk.an secara terbuka den9an pengurumhan secara luars 
melalui media ma5a dan papan pengumuman resmi untu 
penerangan urum sehinga masyarakat luars dunia usaha Yan 
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya 

Prosedur pemilihan peryecdia barang/ars.a pemboron9an/as.a 
lainnya dengan metoda pelelangan umum meliputi 

1). Dengn Prakualifikaet ; 
(a), pengumuman prakualifikasi, 
(b), Pengambilan dokumen prakualifikasi, 
(e), Perasukan dokumen prakualifkasi; 
(d), Evaluasi dokumen prakualifikars.i, 
(e). Penetapan hasil prakualifikasi; 
() Pengumuran hasil prakualfikasi; 
(g). Masa sanggah prakualifikasi; 
(h). Undangan kepada peserta yang lls prakualifikasi; 
(l). Pengambilan dolumen lelang umum; 



0). P.np,uDn 6r. ae6 MEt&

O. Peneukan potucn,
(m). P.frblran FaMbnj
(n). EEru*ip€i,w:cnj
(o). PekbFn FmDisj
{P). P.iqumumin Fffi!4j
(r) Pdunjubi Fm.Bnq;
G). P.nand:bisanai koihk.

2), D€4.n E.q Kurink-i:
G). P.nsumumi p.r.laiean umuh,
(b) Pendaftlhn utuk m.r€'rub pddaneai;
(.). P.nembian doknen .hnq;

(.). PenylaBn b.d xaE eeqdae

(r). Pemur.n FM6,
ld. P.mburbn Pq.Enn;(h) EvakdFmw ai Em6uk Mruar rudnksij
(D. P$ebpqn rsane,
c). Pdquh!trn Fh*q;
O. P.ndillln FmeBnq
(m). Penadaboan,i ksbrL

Darah hr jumt* Fiydh baEnq/j* y.m mm@
ndakanaui d'l*rn
bmpEq mb Fm'th:i poyldb !€E6Aas daDat dGU|:n

kFd, ba@xa$ 
'hnE v;m

pqFdE b56^qr8s FmbcoEanrlda

o Pmb.tuhlan d:n ronhm* r.pd F.b hD'r'h,2) Psqunuman Fblamai h'ba*
3). P.i@mbna dokum.n rhk!.ffir:s:4) PdBuri^ dor umo PEltErfibs ,
t. tur@, dotonm Fb:Ltri4'j
6). P.nepai hsir Fks[firlsrj
7). Pemb.rbhud h6it Prak!.rmr.si;
3). xa* en4c.h Ekur nr,n:
9). Undanqan i€pada Fb Fe lulG raroarflbdj
jr) F.nyusufin bdb a6E p.debsn dotums E].ry d

12). P.m*!Lr ramffi;
r3). P bur.:n pe ,bn,

2). 

(). Penjelasan; 
(k. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 

perubahannya, 
(l). Perasukan penawaran, 
(m). Perbukaan penawaran, 
(n). Evaluasi penawaran; 
(0). Penetapan pemenang; 
(p), Pengumuman pemenang; 
(q). Masa sanggah; 
(r), Penunjukan pemenang; 
(s), Penandatanganan kontrak 

Dengan asca Kualifikasi ; 
(a), Pengumuman pelelangan umum, 
(b), Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, 
(c). Pengambilan dokumen lelang; 
(d). Penjelasan; 
(e), Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 

perubahannya, 
(f). Pemasukan penawaran, 
(g). Pembukaan penawaran; 
(h). Evalas4 peawar an termarsuk evaluasi kualifikasi, 
(0). Penetapan pemenang; 
(j). Pengumuman pemenang; 
(k). Masa sanggah; 
(/). Penunjukan pemenang; 
(m). Penandatanganan kontrak 

b). pelelangan Terbetas 
Dalam hal jurlah penyedia barang/jasa yang mamu 
melaksanakan iyakini terbatars yaitu untuk pekerjaan yang 
kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakqukn 
engan metoda pelelangan terbatas dan diumuk.an secara luas 
melalui media massa dan papan pengumumnan esmi dengan 
mencanturmkan penyedia barang/jasa yang telah diyakiri mnampu, 
guna memberi lesempatan kepada barang/jasa lainnya yang 
memenuhi kualifikasi, 

Prosedur periliha penyedia barang/jasa pemborongan/jasa 
lainnya dengan metoda pelelangan terbatas meliputi 
). emberittahuan dan konfrmasi kepada peserta terpilih 
2). Pengumuman pelelangan terbatas; 
3). Pengambitan dokumen prakualifikasi, 
4), permasukan dokumen prakualifksi, 
5). Evaluasi dokumen prakualifikasi; 
6), Penetapan hasil prakualifikasi, 
7). Pemberitahuan hasit prakualiffikasi, 
8). Msa sanggah prakuaif ikast; 
9). Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi, 
10). Penjelas.an; 
11). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 

perubahannya, 
12), Pemasukan penawaran; 
13) pembukaan penawaran, 
14). Evaluasi peoawar a; 



lt. P.i.kpan Fm.B@;
16). P.nelnuman poqa@l

1s). PerunlubiFneNisj
1e). Psaidahqaan rotuak

Darah har meda

Fyedh bannq/jas datst dirakur,

p.nFdk b.nnq/nsa yane
m.mbandinqt.i*banYarb.nvaknF

Fn aci, s*uE4-kuranqnya 3 (3e.) F.a€nn en ptsdb

Fy.nb b6Ene/j6a Emborc@ai/jas
ra nnya d.ngan m.iodi p.nitihan t.Esung m.thlu :
l). Prymuman @irhan raneai!;
2). Pei@hb an dor!rei mku:tifirii;
,. Pemasur:n dokum.i pEklarifik-ij
{). &dM!i doriums pGku:ririr'sr;
5. P.i.bpaf hadr rrkurinrEii
6), P.mb.dhuan hsirprabr ikasi;
,. Me snqqah Fkur'fik*i;
3) undaie,n p.iqambin dokum.n

10). P.nyG,En blrtu aGc Fnj.hsn dokuffi tda@ d'i
11). P.rasubi ps:w.Enj
12). P.hbukian p.naw:bn;
13). rEtuasi rBwnn,
r4). P.nepah Fn.na4;
1t, Pemb€ibhua tsneP:i Fn.nans;

1r. P.iu'!j!kan p.m€ianqj
r3). Pai,idtusBn konhL

od Rru.Ls ;.q!une
b+.&p 1 G.b) rry.da be. en

MFrd;nsea€ hrnE daFtdiped4om@wabbn

F4db batrq/ran Fmb.rc@an *a
ahnya d.nsan med. p.iunju6i lansunq m.rrutil
t. uidaiqan kepad. ps.e b@iih;
2l Pencambihn dokumen

15). Penetapan pemenang; 
16). Pengumuman pemenang, 
17). Masa sanggah, 
18), Penunjukan pemenang; 
19). penandatanganan kontrak 

c). Pemilihan Langsung 
Dalam hal metoda pelelangan urum atau pelelangan terbatas 
dinilai bdak efisien dari segr brarya peleiangan maka bemibhan 
penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihaen 
langsung 

Pemilihan langsung arialah pemilihan penyedia barang/jasa yang 
dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya 
peoawaran, sekurangkurangnya(tiga) penawaran dari pen'yeti 
barang/jasa yang telah lulus praktalifksi serta dilakukan negosias 
balk teknis maupun biaya serta harus iumumk.an minimal melalu 
papan pengumuman resmi untuk penerang.an umum dan bila 
memungkinkan melalui internet 

Prosedur perihhan penyedia barang/ars.a pemoorongan/'as.a 
lainnya dengan metoda perilihan langsung meliputi 
1). pengumuman pemiihan langsung 
2). Pengabilan dokumen prakualifikasi; 
3). Pemasukan dokumen prakualifikasi; 
4). Evaluasi dokumen prakualifiksi; 
5). Penetapan basil prakualifikasi, 
6), Pemberitahuan hasi prakualifikasi; 
7). Mesa sanggah prakualifikasi, 
8), Undangan pengambitan dokumen perilihan langsung, 
9), Penjelasan; 
10), Perusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 

perubahannya; 
11). Pemasukan penawaran; 
12). Pembukaan penawaran, 
13, Evaluasi penawaran, 
14). Penetapan pemenang, 
15). Pemberitahuan penetapan pemenang, 
16). Masa sanggah, 
17). Penurjukan pemenang, 
18). Penandatanganan kontrek 

d). Penunjukan Langsung 
Dalamn keadaan tertentu dan keadaan khusus, perilihan penyedia 
barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsuno 
terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melaktukan 
negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang 
wajar dan secara tekhis dapat dipertanggungjawabkan 

Prosedur pemilihan peryedia barang/jasa pemboron9an/as.a 
lainnya dengan metoda penunjukan langsung meliputi 
1). Undangan kepada peserta terpilih; 
2), pegambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen 

penunjukan langsung, 
3). Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, 


